
SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUI{AN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri ta.nggal 27 Marct 2Al9 Nomor 146

/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2O18 tentang

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

di Kabupaten Kediri;

b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Kediri tanggal 27 Agustus 2Ol9 Nomor

IOO/441 /4LS.O3/2O19 Perihal Laporan Hasil Rapat

Pembinaan Kecamatan di Wilayah Jawa Timur dan Berita

Acara tanggal 25 Oktober 2Ol9 Nomor

1001521/418.03 /2AW tentang Rapat Koordinasi

Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatal Pembangunan Sarana Prasarana

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

di Kabupaten Kediri perlu menyusun Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan di Kabupaten Kediri;
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Mengingat : 1

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Keiurahan di Kabupaten

Kediri;

Undang-Undang Nomor 1,2 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaprqia

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah

Istimewa Jogiakarta {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 29ll Nomor 82,

Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 20rc (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398) tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
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4 Undang*Undang Nomor 23 Thhun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tasrbahan Lembaran

Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Kelurahan {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a588);

Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A1.6

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2Ol9 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64021

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 24fi tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 6Oa1);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

tentang Kecamatan (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 62061;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan

Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungiawaban Bendahara Serta

Penyampaiannya ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OL1

(Bgrita Negara Republik Indonesia Tahun 20tl Nomor 310)

TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

20 1 1 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Al9 Nomor 15) tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

201 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosia1 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24361

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor l2O Tahun 2018 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
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Menetapkan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun

2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLg

Nomor 139);

77. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

187/PMK.OT l20l8 tentang Tata Cara Penyaluran Dana

Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);

18. Peraturan lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor B Tahun 2018 tentang

Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 7611;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Tahun 2AL6 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Nomor LaTl ;

20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T[gas dan Fungsi

Serta Tata Ke{a Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2A16 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA

KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang

dipimpin oleh Camat.
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5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelengga-raan

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai

perangkat Kecamatan.

7. Lurah adalah Perangkat Kecamatan yang memimpin dan

mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

9. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran / pengguna barang.

10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas

adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat

secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,

kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan

Republik lndonesia yang berdasarkan Pancasila.

1 1. Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang

melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan

anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Nomor 8 Tahun

2018.

12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil

yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
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13.

14.

15.

16.

t7.

18.

19.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan meliputi

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa

sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Keda Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja

program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai

dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai

dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan

dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah

dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya meliputi pejabat

perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan

kebutuhan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wqiib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan

untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PFKD adalah kepala satuan ke-rja pengelola

keuangan daerah yang selaqjutnya disebut dengan Kepala

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
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20. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendahara Umum Daerah.

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yar,g selanjutnya disingkat PPTK

adalah pejabat pada unit keda PD yang melaksanakan satu atau

beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang

tugasnya.

22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/ bendahara

pengeluaran untuk mengaj ukan permintaan pembayaran.

23. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang

persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.

24. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang

selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uan"g

persediaan guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat

mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran

langsung dan uang persediaan.

25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya

disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh

bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran

langsung kepada pihak ketiga atas dasar pe{anjian kontrak kerja

atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan

jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran

tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM

adalah dokumen yang digunakanlditerbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat

Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen

Pelaksanaan Anggaran PD.

27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana

yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
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28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran

anggararl selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan

pedoman kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan

pembangunarl sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat Kelurahan di Kabupaten Kediri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan

b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB III

KEGIATAN

Bagian Kesatu

Pembangunan sarana dan prasatarT.a Kelurahan

Pasal 4

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan

digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang

berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup

masyarakat yang meliputi :

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;

b. pengadaan, pembangun"an, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana transportasi dan perlengkapan jalan;

c. pengadaan, pembangunalr, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana kesehatan; dan/atau

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasaraaa pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 5

(1) Pengadaan, pembangun€Ln, pengembangan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana ling!<ungan pemukiman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

a. jaringan air minum;
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b. drainase dan selokan;

c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan

sampah;

d. sumur resaparu

e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;

f. alat pemadam api ringan;

g. pompa kebakaran portabel;

h. penerangan lingkungar pemukiman; dxr/atau
i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.

{2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana transportasi dan perlengkapan jalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

a. jalan pemukiman;

b. jalan poros Kelurahan; danlatau

c. sarana prasarana transportasi lainnya.

(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 4 huruf c, meliputi :

a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;

b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; danf atau

c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

(4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarcrna dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

a. taman bacaan masyarakat;

b. bangunan pendidikan anak usia dini;

c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;

dan/atau

d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 6

{1} Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di atas aset

milik Pemerintah Daerah;

{2} Alat pemadam api ringan dan pompa kebakaran portable

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g

ditempatkan ditempat strategis fasilitas pelayanan umum ;
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Bagran Kedua

Pemberdayaan Ma"syarakat di Kelurahan

Pasal 7

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk
peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan

dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri yang

meliputi :

a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;

b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;

c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil daa

menengah;

d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;

e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat; dan/atau

f. Peaguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi

bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 8

{1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat'

b. keluarga berencana;

c. pelatihan kader kesehatan masyarakat;

d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat;

e. Program Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu Balita;

f. Transportasi dan honor dalam rangka pemberdayaarl masyarakat

dibidang kesehatan; dan/ atau

g. kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya

(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

a. penyelenggaraan pelatihan kerja;

b. penyelengaraan kursus seni budaya; dan/atau

c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan

kebudayaan lainnya.

(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil da-n

menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,

meliputi :

a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
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b. kegiatan pengelolaan pengembangarl usaha mikro, kecil dan

menengah lainnya.

(4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurah

an; dan/atau

b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

{5} Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf e, meliputi :

a. pengadaan/penyelenggaraan dan rehabilitasi pos keamanan

Kelurahan I Poskamling;

b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ke

tertiban Kelurahan; dan atau

c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat lainnya.

t6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi

bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf f, meliputi :

a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;

b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi

bencana;

c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan

bencana;

d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; danlatau

e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 9

(1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pem

berdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dan Pasal 7 dilakukan melalui musyawarah pembangunan

Kelurahan.

(2) Dalam hal terdapat penambahan danlatau perubahan

kegiatan pembangunan sarana prasarana dan

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan melalui musyawarah

antara lurah dengan lembaga pemberdayaar'r. masyarakat kelurahan

dan/atau perwakilan lembaga kemasyarakatan yang ada di

Kelurahan.
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{3} Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 di
laksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan

kegiatan tambahan dan/atau perubahan.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (31

dituangkan dalam bentuk berita acara yang dilampiri daftar hadir
dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah.

(5) Format berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini"

Pasal 10

(1) Usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan

pemberdayaarl masyarakat di Kelurahan sebagaimanadimaksud

dalam Pasal t harus melalui proses verifikasi dari perangkat daerah

teknis sebelum masuk ke dalam proses penyusurran Rencana Kerja

dan Anggaran.

{2) Hasil Verifikasi dari perangkat daerah teknis terhadap usulan
kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paiing lama dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja

setelah berkas lengkap d.iterima perangkat daerah teknis.

(3) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana

dimaksud pada ayat {2) tidak ada jawaban dianggap menyetujui

usulan kegiatan pembangunan saralla prasarana dan

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan anggaran dalam

APBD Kabupaten untuk pembangunan sarana dan prasarana

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

{2) Prinsip dan Mekanisme penganggararl mengikuti ketentuan yang

telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang*undangan

yang berlaku.

Pasal L2

(1) Berdasarkan hasil musyawarah yang ditindaklanjuti dengan proses

veri{ikasi dari perangkat daerah teknis Kecamatan menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) sesuai dengan

sumber pendanaan di masing-masing Kegiatan pada kelompok

belanja langsung.
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(2) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

(3) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas

usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan (RKA-SKPD)

sebagaimana dimaksud pada ayat t3), masing-masing

dituangkan tersendiri sesuai dengan sumber

pendanaannya.

t5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

kepada PPKD untuk dibahas dan diverifikasi oleh TAPD selanjutnya

sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Kecamatan (DPA-SKPD).

(6) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi,

antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar

obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek

belanja diformulasikan dalam DPPA- SKPD.

{7} Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat t6} di

lakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang

penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya

dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan

APBD.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 13

(1) Bupati menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran

untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

Kelurahan.

(2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana di

maksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kelurahan.

(3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di

Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa

Pengguna Anggaran melalui BUD.
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(4) Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan pejabat

pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat

Pemeriksa Hasil Pekerjaan {ryPHP) untuk Kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat

di Kelurahan.

(5) Dalam hal di kecamatan belum/tidak tersedia pejabat

pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan Pejabat Pemeriksa

Hasil Pekedaan {$PHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat

melalui Sekretaris Daerah meminta Kepala Perangkat Daerah yang

membidangi untuk menunjuk pejabat dimaksud.

Pasal 14

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal L3 ayat (2) bertugas:

1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

diketahui/disetujui oleh PPTK;

2. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh

Bendahara Pengeluaran Pembantu;

3. melakukan verifikasi SPP;

4. menyiapkan SPM; dan

5. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 15

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)

bertugas:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung

barung/pekerjaan konstruksiljasa lainnya yang bernilai paling

banyak Rp. 2OO.OO0.00O,0O (dua ratus juta rupiah) dan

pengadaan langsung jasa konsultansi yang bernilai paling banyak

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung

(dalam keadaan tertentu) untuk pengadaan bamng/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak

Rp. 200.O00.OO0,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa

konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,0O

(seratus juta rupiah);

3. Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak

Rp. 2O0.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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Pasal 16

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ($PHP) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (5) bertugas memeriksa administrasi hasil

pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

yang bernilai paling banyak Rp. 2OO.OO0.OO0,O0 (dua ratus juta rupiah)

dan jasa konsultansi yang bernilai paiing banyak

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 17

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat {2} mempunyai tugas dan tanggungiawab:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen anggaran. atau beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi

kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait persyaratan

pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

{1} Pejabat Pembuat Komitmen (PPK} sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (5) dalam melaksanakan pengadaan Barang/Jasa

dengal cara Swakelola bertugas:

a. menetapkan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB;

b. mengevaluasi rencana kegiatan yang diusulkan Kelompok

Masyarakat ;

c. menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis atau Kerangka

Acuan Ke{a (KAK} setelah penandatanganan Nota Kesepahaman;

d. meminta Pelaksana Swakelola untuk mengajukan Rencana

Anggaran Biaya {RAB) digunakan sebagai dasar pengajuan

arlggaran untuk pengadaan barang/jasa;

e. menyusun rancarlgan dan menandatangani Kontrak Swakelola ;

f. menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada Pengguna

Anggaranf Kuasa Pengguna Anggaran;

(2) Pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud

ayat {1) huruf d diverifikasi oleh Perangkat Daerah Teknis ;

{3} Pelaksanaarl Verifikasi Perangkat Daerah Teknis sebagaimana

dimaksud ayat {21 untuk kegiatan pembangunan infrastruktur/
fisik diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

danlatau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Kediri;
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(4) Untuk kegiatan selain pembangunan infrastruktur/fisik diverifikasi

oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

setempat

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 19

(1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau
organisasi kemasyarakatan.

(2) Kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan

pembangunar sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di kelurahan, merupakan kelompok masyarakat yang

berdomisili di wilayah administrasi kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 2O

(1) Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana

dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan sesuai dengan ketentuan peratural
perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

(2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan

kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan melalui

mekanisme Swakelola Tipe iII atau Swakelola Tipe IV.

{3} Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme

Swakelo sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak dimungkinkan

untuk dilaksanakan, maka perencanaan pengadaan barang dan
jasa melalui penyedia dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa

pemerintah.

(4) Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia sebagaimana

dimaksud pada ayat {3}, wajib melibatkan tenaga kerja yang berasal

dari kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah

administrasi kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 21

{1} Swakelola Tipe III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2) yaitu swakeloia yang direncanakan dan diawasi oleh perangkat

daerah penan"ggung jawab anggaran serta dilaksanakan oleh

Ormas pelaksana swakelola, dengan persyaratan penyelenggara

sebagai berikut:
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a. Ormas yang berbadan hukum yayasan atau onnas

berbadan hukum perkumpulan yarlg telah mendapatkan

pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi

urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

b. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah

memenuhi kewajiban perpqiakan tahun terakhir dipenuhi dengan

penyerahan SPT tahunan;

c. memiliki struktur organisasi/pengurus;

d. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

{ADIART);

e. mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan

barang/jasa yang diadakan, sesuai dengan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADIART) danlatau
pengesahan Ormas;

f. mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis

menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang

diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun

terakhir baik di dalam negeri dan/atau luar negeri sebagai

pelaksana secara sendiri d.an / atau bekedasama;

g. memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3(tiga)

tahun terakhir sesuai peraturan perundang- undangan;

h. mempunyai atau menguasai kantor dengan alamat yang

benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; dan

i. dalam hal Ormas akan melakukan kemitraan, harus

mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan yang memuat

tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan

tersebut.

(2) Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat

(21 yaitu Swakelola yang direncanakan oleh perangkat daerah

penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan

kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh

kelompok masyarakat pelaksana Swakelola, dengan persyaratan

penyelenggara sebagai berikut :

a. surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang;

b. memiliki struktur organisasi/pengurus;

c. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(AD/ARr)
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d. sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi

tempat pelaksanaan kegiatan; dan I atau

e. memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau

mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan (sertifikat

keterampilan kerja/ sertifikat keahlian kerja (bidang konstruksi) .

Pasal 22

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan setelah

penetapan alokasi anggaran belanja dan dilakukan melalui aplikasi

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Pasal 23

{1} Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana

prasarana Kelurahan dan pernberdayaan masyarakat di kelurahan,

yang sebelumnya tidak tercatat dalam Rencana Kebutuhan Barang

Milik Daerah {RKBMD} Tahun Anggaran berkenaan dicantumkan

dalam Perubahan RKBMD Tahun Anggaran berkenaan.

(2) Dalam hal pengadaan barang dan jasa atas kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan

pemberdayaarl masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan

bukan diperuntukkan sebagai barang milik daerah, Lurah

menyerahkan barang dimaksud kepada pihak

ketiga/masyarakat.

{3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (21, di

tuangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAS'I)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

(1) Pengelolaan keuangan pada kegiatan pembangunan sarana pra

sarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mengikuti

ketentuan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana

prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
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(3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tarnbahan

uang dan laporan pertanggungf awaban fungsional.

{a} Sisa allggaran kegiatan pembangunan sarana prasarana dan

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD

maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan

diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggararl

selanjutnya.

Pasal 25

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {2\ dalam

melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana

dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan

pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu kepada KPA.

(2) Veri{ikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian

objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;

c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai / Pajak

Penghasilan atas beban pengel.uaran per rincian objek;

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang

diterbitkan periode sebelumnya.

(3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana

prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.

{4) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), untuk :

a. Semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan

Juli;
b. Semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan

Januari tahun berikutnya.

{5} Lurah menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaarl

masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui camat.
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{6) Format laporan penggunaan anggaran kegiatan

pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaarl

masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat t3)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

{1} Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan

masyarakat di Kelurahan.

(21 Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bupati dapat

melimpahkan kewenangannya kepada camat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimkasud pada ayat (U dalam

pelaksana€mnya dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Kediri.

(a) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana

dimaksud pada ayat {21 dilaksanakan dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (U

dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengemb€Lngan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(3) dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaiuasi dan

pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal, 29 - 11 - 2Ol9

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal, 29 - 11 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2OI9 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Hukum

Tingkat I
199003 I 006I



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 38 TAHUN 2At9
TANGGAL : 29 -11-2A]9

FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN
(PENENTUAN KEGIATAN)

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO
Salinan sesuai dengan aslinya
a.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Hukum

MM
Tingkat I
199003 r 006

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAHPEMBANGUNAN KELURAHAN

KELURAHAN KEC. ........,. KABUPATEN KEDIRI

TAHUN

NOMOR : .......-..,.....-........

Pada hari ini ..........tan99a1........buIan........tahun.......... bertempat di
telah dilakukan kesepakatan dalam Musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh .........
orang peru/akilan warga (daftar hadir tedampir) dalam rangka penentua.n Kegiatan

::::.:*"an 
Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun

Adapun kegiatan atau pengadaan bararrg yang telah kami sepakati adalah sebagai
berikut:

Dibuat di

Luratr Ketua LPMK, Perwakilan Warga:
1.
,
3. dst

No Kegiatan Uraian Kegiatan
Volume

dan
Satuan

Rencana
Biaya
(Rp)

1. Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan

I
2
3 Dst

2 Pemberdayaan MasJrarakat 1

2
3 Dst

JUMLAH

NIP.l



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 38 TAHUN 2Ol9
TANGGAL : 29 - 11 - 2019

BERITA ACARA SERAH TERIMA
No. ....-.--..--.

Pada hari ini, Tanggal.....Bulan.....Tahun bertempat di Kelurahan
.....Kecamatan .., Kabupaten

ini :

yang bertandatangan dibawah

1. Nama
Jabatan
Alamat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama
Pekerjaan
Alamat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas narna
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

yang

Dengan ini menyatakan bahwa PIFIAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK
KEDUA berupa barang dengan spesifikasi sebagai berikut:

No. Nama Barang Jumlah Nilai Ep) Keterangan

Dan selanjutnya Barang tersebut menjadi tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan
kesepakatan bersama, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lurah (_Nama Kelurahan_)

(Namn Kelurahan d an tgt/ bln/ thn)

Yang Bertanda tangan dibawah ini

PIHAK KEDUA

Tuda tuqan dan Stempel

PIHAK PERTAMA
Lurah

Tanda t qW uz d an St e rryoel

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejatrteraan Rakyat

u.b.
BagianHukum

Tingkat I
1

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

( )

199003 1 006

.)(



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIR

NOMOR : 38 TAI{UN 2Ol9
1tr - 2019TANGGAI,

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten

Kecamatan/Kode Wilayah

Kelurahan/Kode Wilayah

Semester
Tahun Anggaran

: Kediri

NO URAIAN
OUTPUI ANGGARAN

(Rp)

REALI$ASI SISA

o/o

CAPAIAN
OUTPUT

TENAGA
KERJA
(Orang)

DURASI
(Hari)

UPAH
(Rp)

KET

VOLUIVIE SATUAN (Rp) o/o (Rp) o/o

(1) (2| (3) (4) (5) (6) (7)=(6)l(5) (8) (e) =(8)/(5) 00) (11) (12) (13) (14)

1 A, Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan

1. Kegiatan 1

2. Kegiatan 2

3. DS..,.....

B, Pembendayaan Masyarakd di

Kelurahan

1. Kegiatan 1

2. Kegiatan 2

3,Dst..,..,...

Jumlah Total

Mengetahui,
Lurah selaku KPA

Tanda tangan

(,,,.,..,,..Nama Tenn1...,,,..,..)
NrP. .....,,...

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Tanda tangan

(...........,.Nama Tenn1....,...,.....,. ".)
NtP. ,.,,......

(Nama Kelunhan dan tgl/blnlthn)



I

Petunjuk Pengisian:

No Uraian

1 Kqlqqt I diisi dengan nomor urut program/ kegiatan

2 Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan

3 Kolom 3 diisi{e1gqryqiume output, misal: 500

4 Kolom 4 diisi dengan satualr qutp$ mtsgl; meter

5 Kolom 5 d is dengan jumlah qqggaran

6 Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi

7 Kolom 7 di is i den g an persentase real isasi !q!-41 qp anggqran

B Kolom B diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

I (olplt I diisi dengan selisih persentase sisa

10

Kolom 10 diisidengan persentase capaian oufpuf dengan perhitungan sebagai berikut:
a. Kegiatan pembangunanl pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
b. Kegiatan non fisik dengan cara:

- Penyelesaian kertas kerjal kerangka acuan kerja yang memuat lalar belakang, tujuan, lokasi, targeU sasaran, dan anggaran sebesar 30%
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar Sff/o- Kegiatan telah terlaksana sebesar 80% dan
- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 10070

11

Kolom 11,12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan cash br work/ uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang

12 K0!g[,144rfgLdg!gqn sqmber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Adminisrasi Pemerintahan dan
Kesejalteraan Rakyat

u.b.
Bagian Hukum

Tingkat I
199003 1 005

BUPATI KEDTRI,

HARYANTI SUTRISNO

ttd

NIP.196


